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TENTANG

PETUNJUK PEI.AKSANAAN REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KER.IA PERANGKAT DAERAH/RENCANA KER-'A ANGGARAN

PE.'ABAT PENGELOI.AAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPAII SRAGEN,

Menimbang a. bahwa dalar" rangfua peningkatan kualitas
psn5rusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan

antara Irrcncanaan dan pengangaran
agar menghasilkan Anggaran Fendapatan dan Belanja
Da€rah yang berkualitas serta menjamin
terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan
penganggaran sebagai ryaeg assurr:noe, aparat
pengawas internal pemerintah diharuskan untuk
melakukan reviu atas Rencana Kerja Angaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Anggararr
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;

b- bahwa berdasartan pertimUangan
dirnrksud dalam hunrf a, perlu menetapkan Feraturan
Bupati tentang Fetunjuk klaksanaan Reviu Rencana
IGrja Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Rencana Kerja Anggaran P{abat Pengelolaan
Keuangan Daerah di Ungkungan Femerintah
Kabupa.En Srageu

Mengingat UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 terrtang
Pembentukan Daerah-daerah lQbupaten Dafam
Lingkungan Proprnsi Jawa Terrgah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 17 Tlrhun 2OO3 tentang
Pengelolaan Keuangan Nqara fi.embaran Negara
Republik tndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan I*mbaran Negara Repubh'k Indonesia
Nomor4286);
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3" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2fi)4 tentang
Perbendaharaan Nqara (Iemhran Negara Republik
Indonesia Tahun 2W Nomor 5, Tambahan
Lembaxan Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4- Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2@4 tentang
Sistem Ferencanaan Fembangunan Nasional
(Lrmbaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2(X)4
Nomor 104" Tambahan l-embaran Negara RepubLlk
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Femerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 5587)

telah diubah beberapa kafi terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5
tentang Ferubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Femerintahan flaerah
{t€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);

6- Feraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 1.+O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45781;

7- Feraturan Femerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Felaporan Keuangan dan Kinda Instansi
Femerintah tt embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor ,1614);

8- Feraturan Femerintah Nomor 39 Tahun 2o05
terrtang Tata Cara Fengerrdalian dan Evaluasi
Felaksanaan Rencana Pemhngunan (Iembaran
Nqara Republik Indonesia Tahun 2M Nomor
96, Tirmbahan Lembaran Nqa-ra Republik
Indonesia Nomor 21653);

9. Feraturan Femerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang
Sistem Fenggndalian lntern Femerintah (I-embaran
Negara Republik tndonesia Tahun 2OO6 Nomor 127,
Tambahan L€mbaran Negara Repubtik Jndonesia
Nomor zl89o);

lO- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OfO Nomor lZ3"
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51651;

Il- Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Fembinaan dan Perrga.wasan



Penl'elerrggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041h

12- Feraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlO tentang
Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa. kali terakhir derrgan
Feraturan Pnesidel Nomor 4 Tahun 2O15 tentang
Fembahan Keempat atas Feraturan Presiden l{omor
54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/Jasa
Femerintah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 5);

13. Fbraturan Menrcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2W teartang Homan Fengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 20ll tentang Ferubahan Kedua
atas Feraturan merrteri Dalam negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol,aan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol I Nomor 31Ol;

14. Feraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2O16 tentzrtg Fembentukan dan Susunan Satuan
Kerja Ferangkat Daerah Kabupaten Sragen
(Lembaran Daerah Kabupa.ten Sragen Tahun 2O16
Nomor 5, Tambshan Lembaran Daerah KabupaGn
Sragerr Nomor 3);

15. Peraturan Bupa.ti Sragen Nomor 87 Tahun 2O16
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan
Kerja Peranglat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita
Daerah Kabupa.ten Sragen Tahun 2O16 Nomor 8fl;

16. Feraturan Bupa.ti Sragen Nomor 119 Tiahun 2O16
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupa.ten Sragen {Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2O16 Nomor 119);

Surat E<laran Menteri Dafam Negeri Nomor
7NlO25lA-4lU tanggal 13 Januari 2O16 tentang
Hornan Fefaksanaan Reniu Dokumen RencarIa
Fembangunan dan Angaran Tahunan Daerah,

MEMUTUSI(AN:

.PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PEI.^AKSANAAN REWU RENCANA KER.IA ANC,GARAN
SATUAN KER"'A PERANGKAT DAERAH/ RENCANA KER*'A
ANGGARAN PE.IABAT PENGEIOI-AAN KEUANGAN
DAERAH DI UNGKI,JNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN

Memperhatikan

Menetapkan



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasaf 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini, yang rlirnaksud derrgan:

l. Daerah adalah Kabupa.ten Sragen.
2- Femerintahan Da€rah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin urusan pemerintahan yang menjadi

daerah otonom-
3- Pemerinta.h Daerah adalah Pemerintah Kabupaterr

Sragen.
4. Bupa.ti adalah Bup.ti Srager.
5. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Sragen-
6. Satuan Keqia Ferangf,at Daerah yang selanjutnya

disingkat 511pp adelah unsur pembantu Bupati dan
Desan Ferwaldan Ralryat Daerah dgletn
peny-elenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Derah.

7- Audit intern adalah seluruh proses kegiatan audit
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadep peny'elerga.raan tuga.s dan
fungsr organimsi dalarn rangka memberikan

yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang tel,ah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalarn mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik-

8. Tim Anggaran Femerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah "":m Jrang dibentuk dengan
Keputusan Bupa.ti dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tuqas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalarn ranqka
pen]=usun rn Anggaran Fendapatan dan Belanja
Daerah yaog ansotanya terdiri dari pejabat
perercana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

9. Tim Resiu adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur
Kabupaten Sragen untuk melaksanakan kegiatan
reyiu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Peranglat
Daerah/ Rencana Kerja Anggaran-Fejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah.

1O- Aparat Perrga.u"as Intern Pernerintah yarrg selanjutnya



disingkat APIP adalah Inspelrtorat Kabupaten
yang secara fungsional melaksanakan audit intern
yang bertanggungiawab kepada Kepala Daerah
melalui Selmetaris flaemh.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah -vang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Pengelol,a Keuangan
Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ifupala SKPD
y.ang mempunyai tugas melaksanakan pengetrolaan
Ansgaran Fendapatan dan Belanja Daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Fembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumer
perencanaan daerah untuk periode 5 (lirna) tahun-

13- Rerrcana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen penenoanaan daerah untuk periode I {satu}
mhun-

14. Rencana Kerja Satuan Ke{a Peranglat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Ferangkat Daerah untuk
periode f (satu) tahun-

15. Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah yang selanjutny'a disingkat KUA adalah
dokumerr .Iyang memuat kebijakan tentang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode I (satu) tahun.

16. Prioritas dan Pl;afon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan pa.tokan batas maksirnal anggaran J'a1g dib€rilen
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam pen1,usunan rencana
kerja dan :rngg.rran Satuan Ke{a Perangfuat Daerah-

17. Rencana Ke{a dan Anggaran Satuan Kerja Perang}at
Daerah yang setranjutnya disingkat RKA-SKPD adafah
dokumen perencanaan dan perrganggaran yang berisi
renciana pendapa.tan, renca a belanja program dan
k%iatan Satuan Kerja Ferangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar lrnlrusunan
APtsD-

18. Resiu RKA-SKPD/RKA-PPKD adalah penelaahan atas
penyusunan dokumen rencana keuangan yang
bersifat tahunan berupa RKA-SKPD/RKA-PPKD oleh
APIP yang kompeten, untuk memberikan keyakinan
terbatas (Iinitd bahwa RKA-SKPD/RKA-
PPKD telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran
SKPD/PPXD dan/atau Alokasi Anggaran SKPD/PPKD
yang ditetapkan oleh TAPD, Renja SKPD/PPKD, RKPD
serta KUA rlnn PPAS hasil kesepakatan pemerintah



daerah dengan DPRD, standar biaya, dan kebijakan
pemerintah daerah Lainnya serta memenutri kaidah
perencanaan pengirnggaran, dafam upaya membantu
SKPD untuk menglasilkan RKA-SKPD/RKA-PPKD
yang berkualitas.

BAB II
RUA,NG UNGKUP REWU RKA.SKPD/ RKA.PFKD

Pasal 2

(l|- Ruang lingkup reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD
meliputi Fenelaahan atas pen;rusunan dokumen
RKA-SKPD/RKA-PPKD dibandingkan dengan
kaidah-kaidah pen].usunan anggaran.

(2f. Reviu tidak termasuk pengujian atas Sistem
Fengendalian Intern dan tidak mencakup penilaian
atas kewajaran nilai anggaran dalarn RKA.

BAB III
PEDOMAN REVIU RKA-SKPD/RKA-PPIO

Pasal 3

tU" Petunjuk Reviu RKA-SKPD/RKA-
PPKD sebagaimana tercantum dalam Iampiran
I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan
bagian fi'^k terpisahkan dari Feraturan Bupati ini.

(2). Fetunjuk pelaksanaan reviu
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
panduan bagi seluruh "'n dplarn melaksanakan
reviu dokumen RKA untuk menglrasilkan
dokumer RKA-SI{PD/RKA-PPKD yang berkualitas
di tingkungan Femerintah Kabupaten Sragen.

BAB IV
PELAKSANAAN REVIU RKA.SKPD/ RKA-PPKD

Pasal 4

(f|.Rer.iu RKA-SKPD/RKA-PPKD dilaksanakan setiap
tahun.

(2).Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD dilaksanakan secara
paralel dengan verifikasi oleh TAPD atas
RKA.SKPD/RKA-PPKD.

(3)" Felaksanaan Reviu sebagaimana dirnaksud pada ayat
(l) dilakukan oleh Inspekorat-



BABV
PETAPORAN IIASTL REVIU RKA-SKPD/RKA-PPKD

Pasal 5

(1) Tim Reviu yang dibentuk Inspektur menyusun Catatan
Hasil Reviu.lan Laporan Hasil Reviu_

(21 Laporan Hasil Reviu disampa.ikan kepada Bupati
dengan tembusan Ketua TAPD dan Kepala SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 6

Feraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pa.da tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Feraturan Bupa.ti ini dengan
penempatann)'a dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragerr
pa.da tanggal 31. lo-aol7

L BUPATI SRAG""{l

UNTUNGYUNI SUKOWAfrIq KUSDIN

Diundangf,an di Sragen
pada tanggal ?l- (O- ,ot 7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.

rW
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 69



I.AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN2OIT
IENTANG
PETUNJI'K PETAKSANAAN REVIU RKA.SKPD/
RKA.PPKD DI UNGKUNGAN PEMERINTAH
I{ABUPATEN SRAGEN

PETUNJUK PEI.AKSAN.AAN REVIU RKA.SKPD/RKA.PPKD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

I. PENDAHUL{JAN

1,1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2fi)3 tentang Keuangan

Negara dss {Jldang-Undang Nomor 25 Tahun 2fr)4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengananatkan bah*ra
penliusunan Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

daerah dengan ferpeaoman kepada RKPD.
RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dan

merupl<an penjabaran dari RPJMD untuk jangfua waktu 1 {satu}
tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan kerangka pendanaan yang
t ersifat indikatif. RKPD digunakan sehgai instrumen evaluasi
penl"elenggaraan pemerintahan daerah serta RKPD menjadi pedoman
Kepala daerah dalarn 6611y11sun KUA PPAS sebagai landasan
IrenJrusunan RKA-SKPD berdasarkan pagu anggaran.

Penyusunan RKA merupa.kan bagian dari pererrcanaan
penganggaran- Permasalahan dalarn perencanaan penganggaran
artara lain RKA-SKPD belum konsisten kaidsh-kaidah
perencaruuur dan belum disusun dengan baik dan tepat sesuai
dengan kaidah-kaidah penganggaran, sehingga penuangan informasi
dalam dokumen RKA-SKPD kerap kali tidak terukur dan melenceng
dari turjuan yang direncanakan. Adanya penganggaran belanja yang
belum optimal berdampak kepa.da pen,"erapan anggaran yang tidak
maksimal dan cenderung terjadi pen-\.eralran anggaftrn pada akhir
tahun" Oleh karena itu dalam proses perencana;rn penganggaran
dituntut untuk menghasilkan RKA yang be*ualitas dan sesuai
deagan kaidah-kaidah pengar!ffiaran.

Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma y-aitu
dari peran untch dq (sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser
menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat preuertiue
(pencegahan), a nst&dh* dar: qua@ a.ssttftrrroe, 1nda pmgram-
program strategis, yaflg mempunyai resiko tinggl terhadap
penyimpangan, endg system, pendampingan darr



pembinaan- APIP diharapkan harus sudah mulai berperan sejak
proses perencanaan penganggaran dengan mendornng SKPD/Unit
Ke.ja agal. meningkatkan kualitas pen5rusunan dokumen
perencanaan penganggaran ultuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan darr penganggaran agar
mengfuasilkan APBD yang berkualitas, serta efektivitas dan efisiensi

prioritas dan sasaran pembangunan nasional/daerah
serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran
sebagai ryalilg a.ss;urlan& melalui pelaksanaan reviu RKA-
SKPD/RKA PPKD,

I.2. DEFIMSI
Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD adalah penelaahan atas

pen5rusrrnan dokumen rencana keuangan 5rang bersifat tahunan
berupa RKA-SKPD/RKA-PPKD oleh APIP yang kompeten, untuk
memberikan keyakinan terbatas (linitd. bahwa RKA-
SKPD/RKA-PPKD telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran
SKPD/PPKD dan,/atau Alokasi Angaran SKPD/PPKD )'ang
ditetapkan oleh TAPD, Renja SKPD/PPKD, RKPD serta I(UA dan PPAS

hasil kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD, standar biaya,
dan keb{akan pemerintah daerah lainnya serta memenuhi kaidah
perencanaan penganggaran, dalam upa.ya membantu sKPD untuk
menglrasilkan RKA-SKPD/RKA-PPKD 1'ang berkualitas.

1-3- MAKSUD DAN TUJUAN REVTU RKA
a. Maksud

Maksud dari Reniu RKA adalah sebaCai panduan bagi seluruh
Tim dalarn melaksanakan reviu dokumen RKA untrrk
menghasilkan dokumen RKA-SKPD/RKA-PPKD yang berkualitas-

b. Tlrjuan
. Tujuan reviu RKA-SKpD adalah untuk memberi ke5rakinan
terbatas (linitd assl.lrunw) mengenai akurasi, keandalan dan
keabsahan bahwa informasi RKA-SKPD telah sesuai dengan
Renja SKPD, RKPD, PPAS, Surat klaran Bupati tentang
Fedoman Penyusunan RKA-SKPD, standar satuan harga,
memenuhi kaidah perencanaarr penganggaran dan kebijakan
pemerintatr lainnya, serta dilengkapi dokumen pendukung yang
memadai.

. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat
setragaimana rlalam audit karena reviu lidak mencakup
pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko
pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian
atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara

bahan buki Siang menguatkan melalui inspeksi,
pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainn5"a
yang biasa dilaksanakan dalem suatu audit.



Berdasarkan hasil reviu, Tim Reviu akan memberikan
atas pen)'usunan RKA-SKPD/RKA-PPKn. Apabila ditemukan
kelemahan dan/atau kesalahan dalarn pen,-usuflan RKA-
SKPD/RKA-PPKD, maka Tim Reviu berkewajiban menyampaikan
perrnasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada Kepala
SKPD penyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD terkait, untuk segera
dilakukan perbaikan/penyesuaian dengan berkoordinasi dengan
TAPD.

I.4. RUANG LINGKUP, SASARAN DAN WAKru PEI^A,KSANAAN

. Ruang Hngkup Reviu

- Fenelaahan atas penlrusunan dokumen RKA-SKPD/RKA-PPKD
dibandingkan dengan kaidah-kaidah pen)'usurun arrggal'aifi -

- Reviu tidak termasuk pengujian atas Sistem Pengendalian
lntern dan tidak mencakup atas kewafaran nilai
anggaran dalam RKA-

o Sasaran Reniu

Penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD beserta data pendukung,
telah disusun berdasarkan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, dan
kesesuaian dengan standar bia-v-a (ASB jika ada) serta
kepa.tuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran lainnya-

o Waktu pelaksanaan

Reviu atas RKA-SKPD/RKA-PPKD dilnksanakan secara paralel
deugan pelaksanaan verifikasi oleh TAPD atas RKA-SIGD/RKA-
PPKD oleh TAPD-

2. TAHAPANREVTU
2.1. Tahap Perercanaan

a- Kepala Daerah menugaskan kepada APIP untuk
melakukan reviu atas RKA-SKPD/RKA-PPKD.

b. kmbentukan Tim Reviu RKA
APIP dalarn melakukan pemilihan personil -''n reviu RKA-
SKPD/RKA-PPKD sebaiknya memperhatikan kompetensi dan
pengetahuan terkait dengan proses bisnis SKPD.

c- Melakukan rapat koordinasi dengan TAPD untuk:
1) menglomunikasikan batasan kegiatan reniu yang akan

dilakukan;
2| mendapa.tkan dokumen perencanaan dan pengangaran,

meliputi KUA PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD, Bagan
Akun Standar (BAS), Peraturan kepala daerah tentang
Standar Biaya, serta kebijakan Kepala Daerah lainnya
terkait perencan:rrur dan penganggaran SKPD dan PPKD;

3| mendapatkan dokumen lainnya seperti Surat Edaran
Kepala Daerah tentang lrenJrusunan RKA, hasil



temuan BPK dan BPKP, hasil evaluasi Gubernur untuk
kabupaten/kota tahun sebelumnya terkait efisiensi dan
efektiEtas program dan keeiatan SKPD, hasil pengawasan
APIP, dan dokumen lainnya yang terkait dengan
penganSgaran.

d. Menyepakatijadv/al reviu RKA-SKPD dengan TAPD.
e- Men5rrrsun Progran Keqia Reviu RI(A-

Program kerja reviu disusun berdasarkan kebutuhan tim
reviu.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan
Program Kerja reviu antara lain:
l). kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan

dalam RKA-SKPD dengan PPAS.

2)- kesesuaian pencantuman indikator dan Target Kinerja, serta
pagu indikatif, lokasi, kelompok saseran dalam rencana
program darr kegiatan RKA-SKPD dengan PPAS.

3|. kelayakan anggaran untuk merrgfrasilkan suatu keluaran;
a|. kepa,tuhan d:larn penerapan kailah-kaidah pealganggaran,

antara lain:
i Dasar hukum penganggaran
ii Fencantuman indikator dan target kinerja" lokasi dan

kelompok ersa nn penerima manfaat
iii Penerapan analisis standar belanja dan standar satuan

harga
iv. Penggunaan kode rekening beserta nonr:r

penyaji: nnya (klasifikasi yang tepat);
v. Hal-hal yang ditarang dalam lrnganggaran menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku
(misalnya mencantumken satuan ukuran yang tidak
terukur seperti paket, PM, UP, lumpsum,
menganggarkan pen5relen ggaraan jaminan
kesehatan bagi kepala/wakil kepala daerah,
pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD diluar
cakupan BPJS);

vi Pengalokasian anggaran yang jumlahnya sudah
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

vii Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari penerimaan yang telah ditetapkan
penggunaannya oleh pemberi dana (misalnya Dana
,{lokasi Khusus dan Dana Desa);

viii Fenganggaran badan Layanan umum daerah;
ir Pengalokasian anggaran untuk belanja hibah dan

bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan
dalern RKA-PPKD, sedangkan hibah dan bantuan
sosial dalarn bentuk barang dianggarkan dala'n RKA-
SKPD;

r Penganggaran belanja untuk kegiatan pengadaan/



pembangunan aset tetap atau aset Lainnya adalah
sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait derrgan pengadaan/
pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.

xL Feneralran Standar Harga Satuan dan Analisis Standar
Belanja

xii- Penerapan prosedur penyusunan RKA, meliputi
penyusunan pedoman penyusunan RKA oleh
TAPD, penyusunan RKA oleh SKPD/PPKD, dan
verifikasi RKA oleh TAPD.

5)- Kelengkapan dokumen pendukung RKA-SKPD dan
PPKD antara lain Kerangka Acuan Kerja (KAK),
Rencana Anggaran Biaya (RAB| dan dokumen terkait
lainnya-

2-2 Tatap Felaksanaan
a- APIP melakukan reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD sesuai jadwal

yang telah ditentukan.
b, Tim Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD harus

me n d apatkan ha si I verifikasi/pembahasan RKA-SKPD dan
PPKD yang telah dilakukan oleh TAPD, sebaCai bahan
melakukan reviu.

c. Felaksanaan frograo Kerja Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
Pelaksanaan reviu RKA-SKPD/ RKA-PPKD dilaksalek:n sesuai
dengan progra-m kerja reviu RKA-SKPD/ RKA-PPKD yang telah
ditentukan pg,de tahap perencanaan. Felaksanaan reviu
berkoordinasi dengan Kepala SKPD.

d. Penlrrsunan KKR Rancangan RKA-SKPD/RKA-PPKD.
KKR merupakan dokunentasi 1.ang dibuat oleh rwiu menggnai
semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi reviu y'ang
dipifh, pro.sedur reviu _yang ditempuh, bukti reviu yang
dikumpulkan, dan simpulan reviu yang diambil selama reviu.

e. Fenl,usunan Catatan tlasil Rerriu {CHR} dilaksanakan oleh Ketua
Tim dan dibahas bersama Kepala SKPD. Catatan hasil reviu terdiri
dari simpufan strategis lraitu sirnpul,an 1.ang mempunyai dampak
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu segera ditakukan
perbaikan

f- Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu kepada Kepala
SKPD untuk dimintai tangapan secara tertulis terhadap
sirnpulan-simpulan yarg menjadi perhatian reviu- RKA-
SKPD/RKA-PPKD yang telah diperbaiki oleh SKPD dan PPKD
disampaikan keeada TAPD untuk dapa.t dihimpun otreh PPKD
merrjadi RAPBD-

2.3. Tahap Pelaporan Hasil Reviu RKA-SKPD/RXA-PPKD



Pelaporan hasil reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD pada intinya
mengunglapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur
reviu Srang dilakukan, kesalahan dan kelemahan yang ditemui,
langkah perbaikan yang disepakafi, Iangkah perbaikan !'ang telah
dilakukan dan saran 5"ang belum atau tidak dilaksanakan.
Pelaporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil
Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu(LHR). Tim Reviu RKA-
SKPD/RKA-PPKD wajib mendokumentasikan seluruh KKR beserta
dokumerr pendukung l,ainnya dengan baik dzur arnen.

Penyusunan Laporan Hasil Reviu {LHR} dilakukan secara
bebas dan terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

a. Selambat-lambatnya I (satu) mingsu setelah selesai m€lakukan
reviu, Tim reviu *rajib men5rusun laporan hasil reviu.

b. Ketua Tim reviu menyerahkan konsep laporan hasil reviu kepada
Dalnis/Irban dengan dilengkapi Catatan Hasil Reviu, copy surat
tugas, Kertas l(aja Reviu, lembar reviu konsep LHR dan
selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat
persetqiuan-

l,aporan hasil reviu disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan:
1. KetuaTAPD
2- KepalaSKPD
3- Arsip

Format Laporan hasil reviu minimal menyajikan informasi sebagai
berikut:
c- Ringkasan Eksekutif
d. Dasar Hukum;
e- Tujuan Rwiu;
f. Ruang Lingftup Reniu;
g- Metodologi Reviu;
h. Gambaran Umum
i. Uraian Hasil Reviu;
j. Apresiasi
I ^rnpiran :

Catatan Hasil Resiu

3- PENUTUP

Demikian Petlr[juk fulaksenaan ini ditelapkan untuk dapat diidikan
Homan dan Raftllran bagi Tim Reviu RKA-SKPD/RKA-PFKD dalqm
melaksanakan tugasoya-

L BI,'PATI SRAGEN,

0

KUSDINAR UNTUNG YUNI SU-"*^r{



TAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN2Ol7
TENTANG
PEruNJUK PELI{KSANAAN REVIU RKA- SKPD/
RKA-PPKD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

Contoh Format Program Kerja Reviu RKA-SKPD/RKA-PPKD

l^angkah Kcrja Reviu RKA-SKPD/RKA-PFKD

(I^angkah Kerja berikut ini bersifat Tentatii agar disesuaikan
kondisi SKPD terkait atau PPKD

lv.Llu (Jr6)
\o Irt8hrf-I -rfe't Kcrji Rniu D;b-\r

H Racerr Acefirai

KI(R
-\o-

Kct

?[ItGUJI.[!( ATAS I(TLL\GIC{.PAIT DOKL]NTEN PINDUKfTNG RI({-SKPD
Tujuaa Utuk maguji bahrra RXA-SKPD 1'ang diajukan obh tiap SKPD tetah die*Utlg
dengan dolrrmerr pereffaoaan yaog nrermdai

,{

I Dapeetr dokumen{olrmrn yary
dipcrhfan diptl

a- Ilolunca Unrrp
Rercam Kcrja Pemerirmb
Dasah (RXPDI Rerana Kerja
SKPD (Reda-SKPDT- KUA
PPAS, Pedormn Penlr:uoan
,{PBD:
Ttrm of Refereoces (TOR) dan
ReocaE &ggzatr Bnrya (e{B):
Nota kesepakatm rencana lierja
dan arcgrra Ftrg ldah
disarjui oldr DPRD;
Dafier afo[rsi aggq-an F SI(PD"
p€r tegi,t?rl rrnbcr d.n , dan
bdanja operasitul;
SEDda, Biaya;
Dohmeo-Dobmeu t-ainnya
yaq dih*rft&an dalam

rerlu
h- Ilo&racr Ptrg.Ioerdrr Argrrrr

Tcrll'ir Pcrg.d. Benrg Mifi!
5

3 ldornasi ha8, talrbr{,op dai
Dioas P€dapalan kah
st€ p6q

 . Keeraqgar dari Canra saecEor
rpobila hary taoafi lebih b6
dari NIOP:

5- l;n Prinsip pembatlgunil Gcerg
dari Peqsinrah Dacrah_

t Pt!g,rd.:rE TrE L
Reficalla

Kchrorlnn Tehrmr BMD.
Stdus KepernilikaD Tatah;

t Daraldo&rmren

I

-{

tt

I

I
I I tl

I

i

tl

I



6- zin Kepala das-ah ultuk
p€nSehan &ri ssnllh tlhm
r'rgqat mcdidi rahm iamat

2 ftrtilg[r. BlrFr.r, G.dDS
Ilecnf

I Dda,l dokulEr rerE a tehdulEn
Tabmn BMD untuk tarBh
dan -,'arau borEumrl

2 ldn primip @ngrmn gedrg
dari Pc'Eireh lh?i (fMB):

i. St{rx KcDcoilibn tflElL
4- Sut-ar d i DiDs PU saespsr tertrir

kebduha, biayr
gedurE ala[

sejerirya utrut Pqldaaan
GcdtrE/B.4gurltn (DEDTRABI.

5 ljb Kepeh Dtcrrh un8. penfiahan
dari semula tahn trmegl msrjadi
rrhm jamak dengan kordisi fcre
majan'atan non force nujou

6. lzio Kepata Daerah umtft
Perpanjangrn das kofltrdt yatrg
dis€bebtil tqtrdrrrya
penydesaian todraf trhrn janut
form llrricrrr dau rDll force mieur

3 Pcrgedun "{sa l,airoyr rridnl'e:
Kcrdener Dilr
I Uttut pergrd.il tendarem dinas

(se<lreifan mclanismelalan
peildr)

2. R€novasi Bangunan (Surat dai
Ditr's PU sefe,lpal tqtail
prtituryrn f ehruhaa birya
remrasi gedurg neglara /
sei:tsrn)

4 I)olcrcr Ptrgelolcsier -{agerr
Tcrtrit Pcadihrnrtr BltD

L Perarran K(p!h Dr€rab
tertalg Stad'r BirDA

2 St\| BMD nrtrl mqdrhli
lua$umlrh, den koodisi BMD'

i Ddr pertiungrtr
bieya penreliharaaa:

{- .hmlah pegrtvii dar strutnrd
og'trisasi <rt,-n k6.ii

B PINGLUIA.{ IIT.{S KfSfS[iAL{S' RIQ-sKPI' DEI{GAI{ Rf,NJA DA$ PAGT1

ANGIGAR{N
Tuiuan Uert meqsii kes€s.raiatr progrm dan kgi,en daltm RKA-SKPD yaag diajutan
ol€{r riap SKPD dee{ar Renia-SKPD, dan KLTAJPPAS..{da Kesepehmun

I Daprrkan Rerja-SKPD dan
KUA,'PPAS dan Norr Kesepafnman
Pusintah Dao-ah doaan DPRD
se a RKA-SKPD.

i Pasitan lonsi$ensi p€rnsumtt
i innormaS kinerja meliprti Volume
Keluaran d lndilrds Kinrja

i fauaran dalam RI(A-SI0D dcrgan
tenla-SXfO aan nrcO

I

I

I

!

I

I

l1

I
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Pasikan kesesuian tual pagu (se$ri
deoEru Surd Ftndrysn KUAIPPAS)
dqan pagu dalam RXA-SKPD

4 iLhut RKA-SKPD (pmyenuia{
pasaitm Pcuvesuaian RXA-SKPD
dcEstr H$il Pembahagn f?ngr lelah
mendapat p€rsdujuat! DPRD Qexus
-rnt penyesuaian yarg mendanai I

inisiatif ku). 1

elat ke*rfill.an.

C PR(rcR4"l[ KEBJA REVIU RILT-SKPD ITT.AS fIITGAI,{'KASIAN AI.YGIGARAN
BEL{!{JA TIDAK L4"NGSf!I{G.
Tuiuar rmtuk memasnftan bah*a peoganssran b.l""ja ridak
. lehh se$ai Srmdtr Biaya:
df,r
. Tdah dilenglapi dokumer perdutung"

.! Lahllan pemlusrran nBt '/ro,lisi$ # kesc Eiar s*'-,r belaoja
a belanja pqmai
b- enga
c. srbsidi:
d- hibal{
e- Bmum soeial
f bebnF hagi b6siL
g, b€.dum karatrgar\ dan
h. betanja tidak terduga^
i Dahn RKA-SKPD deqru {sn t,r biaya tu*ait-
I rhlkin p€aetrsnrim q}&lrnalisis
ates ke eq.*ien belenja t*bk tanss]ng
aer€rn dokursl p€glrfu€ ]U,
llasil r"erifiLasi Hibat / bors6 /
bar*uan keungan drn dofromea
penfuhrylainrya
Bua Kesimplan

B FROGR{II KERIA REVIU f,XA-SKPD ATJTS ?f,!{GAI{'KASfAI{ A.I[GGAR{.N
BELIYJA BAR{\C DA-!I JAST-
Tujuan: untsk mmasrikan trah*a belanja barq1,j""a
. Teht nrempstimbargkaa kuersediaan anggararq
. Tdah s€.uai Standrr Biayq dar
. Tclah dil@pi dokums pendulung,
t-akukar pmlu*ran ergkadamlr$s
atls ke*quirn qrrl,rn liata belatria
belarda bareg paH hbr+
baharv'matrial. jasa tanor, prmi
a$mnsi pcawatan kerdaraan
btrEmffi" cttak/peosadaa4 $t|8,?

nrrarugeerE'gudanghntia sswe
sarara mobilitar s*a ala ber:r, strra
p€ferykrysD dar p€r'alaan lafor,
aratrnan &n rninrrrarq pskihn dinrs
del ardhrmla- pakaiil kcrj4 pakaian
llrrsrs dan hrri-hai t terhr,

dinas, pcrjalanan dinas

Pindeh t 'g,< aan P.*1-*" O"*r*,
@an .rahn RIL{-SKPD dergro
Psatrn-an K€pala Drereh tP rng
Studar Bixva
frh*sn aralisisfuendaafun atas
kesesuaian bda{a bo'ar4{asa
do&umen pene*ung TOR' l+ora
p€r$edirm b6han hrbis pokri rhn
dohmrpeiltlhmg laimlrr

2

I



Bua Kesimprlan-

f PROGRA! Kff,JA Rf,YIU RXA.SKPD ATTS ?f,NGIIONASIA!{ ANGGARA!{
TERKAIT Pf,!{GAD${ BA&{!{G }|IIJK DAf,RAE fTNTLX
GIDfTNGBAFIGLTIA]T
TuiuL urtut lsna-*iha batrra rcnca pea*adaan :fetlefoargrEtr-
o Tdah se$ei demgrn reranu teh&rbn
o Tebh mempcrtirfiardil kacrsediaen aryran dan telab mpcrtaiken kcerscdiaan

BMD ymg.dr @ r €n*Etr.
. Tchh sesni Smdr Bhya; der
o Tdeh dileqlEi doh'r'*tl Fud&I[g.

I t hitrtr pctEtu$ru1 angta/aneftsrs
t€s€$aian TOR. dan R B derqan
rEEE peogadarn .

Teliti sFlah SPTJN{ tdat mua:
. P€mystan tdah m€rlelrlhi

kchyrtrn t€tnisi drn
r hasscdiaan dena begi

pcbks E n Kodra& Tahn ,tmat
y'tlg hrk n rcnryo*rn tlmbahen
Wp lu klr)

Khss rmuk korrak -]rm iamek
po-stftil Tilih rtes permotmen
ko{tr.k trhm jaltraf tohh mcrdapat
pesertufuan Kepola Dacrah

"t f.im* pef.rjaan yary mertrbtnuhk r
perDb&sadreadau Ltan sepcrti

infia*ufrrr
1'ang manerfubn pedebasan lahm I
tamh dalam jumla[ besar, amra hin
bandare, pehbuhea jalan, iris.si
tramisi lfurna" d.n rel k€ra
4li piltitrn o.bh SPUM Tcf.h
dilampiri;
. Pgnyda ! beirra Penggum

Atlggil& m meryelesaitm
pelBa0aaU pernbcbasan laba!r'
ramh secara simultan dc[gaD
pet€rjartr Ftnbrryutnn
herurrutrur dahm pcdo&
Xoma& Tahm Jam*,

o Pe'[!zta bihca Peagum
Aqggaran alan rn*jrg

kegiatrn ses,"i
rarcaE

. Pernya,3m bats.a segatr biqre
yang tidul set€eri *ibd dr
kaerhdaan per\-*saiatr

yang disebabtzn ohh
taerhmbatan per-velesaian

Fgdaerrbcril€besrn htmJ
l&h tirak il,Car dibeba*en far
APBD, k€qrali berdasarfan
Fersal p€qgrdilan yatrg tehh
bertdnraran lDlurm rde-

I
I

I

I

Itt

I

I
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s Pa3it rFlrh telah terdaFl
Fltihrlrgan kehrurhan biala
pernbsngumn .d rmrzsi Bargumn /
go&q mg a ar:rr Fq
scic[is dei Kelrrtrian Bertr.n
L.Ir[tm dan Dins Peiujaan Umm
st € lpd sebagajmarn terdapd
Pq'aru-an lr{enteri Pekerjam Ltrmum
It{o.45lPRTAdfl?O07 temag Pedomen
T&fs Pembangu.D Rragrrranl
s&mgNffit

6 PaSik r ,[lrk't t Lh tirdapd .lralisis
kcturulEn nrengemi rEtrcaDt
pqrdsan Ge&mgri bongrmn yang
diusdfan oleh Sauan Kcrja

7 Pe*ilan brh*z dotuml
yarg ditjutr8:
. Dilfl€kln del8atr cah4ctr i€tris

d8n tshapalt kcgiaar'pekcrjaan
sura kcsehruharr jargl, traktu
p&edllrr atal diselesilt &m

putirran kehnhar
rllmlr.trpcrtehm;

. Tidrk OiperUd!}.n t(tdrpd
dohmxn ]q mcturtuttrn mnu
calon pesrt! datr / ear celotr
permmn* ldan*.

S em kesimplan-

F }f,(rcR{M I(DRIA Bf}'Il1 RIi{-S]KID ATAS PII'GAL,0I(ASIAN AjIiGGARAII
TEf,I({IT PENGAD.TAI B.{RAISG ITIIIK D-A[R{H tlNTL;K T.TIi.{H
Tuiuan. umuk usna.gitan batna
rmm kerja dan an*ga'an
tanh:

I

I
!

o Tdah rcsuai dqm racana Lehrtuhrq
r T&h rronpcdilltborghtr tdersedie 'nssF rtr deo tehh rsnpstd(an kd.rdirro

BMD Fog rdi Fdr Brdan JBiro/ B€isn ssei; daD
o Tdah dildoi dohrnpo peadrhns.

I DaDatk n datr pelajari Do*rrlm
Perencarnan Peqadaan Tamh yag
dihra old! set6, pasiiLatr Oakah
rerf'm pmgrdaan tmrh tersrhl r&h
dlhsartan Istrlu.t Kuasa Per$lltrla
Baraq darr mempertau-hrt
kaersediaan LBMD/KIB, t aporar
Kamgrn S(PD, yarg da pa.Io
RdrlrlBiro n r*dolr asset-

l Pasril.tr kcscs.Eirn TOR' RdB- dar
SPTJIf dqan dokumo p€remnatr
Oer*fdaen ranh.
Partitan keesraien biaya oprasioml
dan hialz perduhrg sertr hffirrium
derEan EaDdar biaya sesai Ps-nru-an
Kerela Daaab tertmg 9arda llarp

4 Bua tcdmgrlan-

tt



G PR(rcRA I KERJA Tg\1I.,! RK.A-SI(PD ,ATAS PE,\GAI'AI\I! KfNDARAJ\trtI
Bf,RITTOTOR
Tujuar: LJmuk rnenaikaa ap.bh peagedaan lsendaraan dina tdah sesrei dengatr kehtrhan

I R.nli+kan un ra imlah kenda-an
dims yarg dimilili oleh saruan terir
s€ftr hsdisiqa dabm LAI{D/KIB,
dcngan jumlah jabaan dalam sruktur
or*anisr.i s6qs 1€t.1. *..5,r,
UEuk SKPD Bsm pasiean tcdqd
Suat Keprmrsan lleqan-R"&Biro
OrgEis.si tntq
Sals Banr-

Urtuf perggartrian tendarean yar6
nrlal bqaf )ert r€f,lr-a elonomis
mcmlufan bia1"a pemdiharaar yeng
b6-rr u ul sdr$fine hurs
dihaFrst n drri dafu inveruaris dan
tilak diuslh bialz
FmdiharaDrya- pastika, t€rdrpd
Srlr'ar Karang bsups Berira .{cara
|len*fiosa terda-am / pdelangar
Lidut Fagzdaan h€dar-im btrrrnto(
yag dibatesi" pa*ikar apdtah ledq.t
r,trd izin dari pimpimn KIL

+ Bua kesimplan.

E PROGR{NI KERJA RIVIU RXA-SKPD ATAS PENGAI,OKASL4, ANrcARAI{
BIAYA Pf,MELMA,RAAN KETfIIARA{\ EMMOTOR.
Tuiuar ultut rma:rr-til rp.k,h biryr pdikdan keoda"am dfuas telah s.$ai dqEEtr

junlah teaduaaa dims &n *andar biaya
t i I-atutan po€laaban *s kesesraien

i dolumen TOR da LAB.
I-atukan pengujirn kesesraian biaye
pemlihenan Kerduaen drogan
junhh trdeaan di.'es yrnt
koodisinw tir.t nlssk b€rd iegrai
LBMI}'KIB
l-akutan pergujian kesesoian biaya
pefltdihrar! hendanen dqilt
*rrxlrr biayt

.t &n kesinpuhn.

I TROGRETf, KERJA RIVIU NKA-SKPD AT.{S N,ENOVASI G[DI"A'G
Tujuan: Uotut rxmaoilan 4akan Biaya Reoorrsi furmg dan BJ€unan t l-h sesrai dergrn
Slandar Biaya

l Uh*an peclahaa kesesnian TOR
dm RAB deogan rcncaoa rorevasi
er&r&
a Priikrn Ro|ol,.asi bangumr /

grdrg negEa ehh dile€bpi
deogrn p€rtinrl€rr Letuuhan
biay'e rmre:i bangman ge&rng
negrra dilJ lang sejeds dari
Kertaerien Pef,sjaan Umm
,laI lrms Fe&eriaen tlmm
s€t€fltpll utut baagumn gefury
Egara yary berlokasi di dalam
trrgrri dan petcrjaan rcoorasi
haqtrn gtdmg qrra yarg
brrlokai diluer &erai (lanor
po*rtilan) yry
gruttur Rrqftr.rn;

2
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b Pasitar rerrovasi baqgman/
gedug ,egara t€lah diieryhpi
pertitungrn kehmrhan biaya
ttnora{ haqmango&rynqaa
dar ].arE seieois dai hmrulun
Fertflzna setes@ ds, SPIIM
KPA tartor permkilan setem@
uuuk peterjaan renolasi
haagnrua gedlg negara yaog
belolasi diluar poviosi {tartor
peqatilen) fzq tiht merubah
:mltur baogmarl (fuftrmsi
m€sgubah atau fidak ir{utrur
bangu&n d;jdaikar dalam
do&umen te*elut).

Bu* Kesimprlan-

J rROGR{M I(f,gA REVIU *I(II-S(PD ATAS PEI{GAIOI'ASIAI{ A]\G{G.ARdN
81,r}'ll PL.rfIlEARA}rN GIIIUNG YA\iG DITf,MPATI BERSAJI&A
Tuiuar!: urtut memastikan bahr*a biaya pemeliharaan gedurg lang dipergumkao bersama
tilak terjadi duplikasi preryarggaran biava.

1 I-atuhn pendaahan das kese*raian i

dohmen TOR dm RAB
2 L.knkrn ryujian tese*aian birya

pcaoetihrraan godr€ dao baryom
&rgan stadar biayr
l-ahrkar aralisis apahb terdapot
drplikasi biava pemeliheraan da
:rfrrr1t rang dlper*unafao bersamr

+ Bud k€simprrhn-

b BUPATI SRAG,Y

I
KUSDTNAR UNTUNG YUNI SUKOWATI I



IAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR TAHUN2017
TEilTANG
PETUNJUK PEIAKSANAAN REVIU RKA-SKPD/
RKA_PPKD DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

coNToH FORMAT CATATAN HASrL REVTU RKA-SKPD/RKA-PPKD

INSPEKTORAT

CATATAN HASIL RE1'IU ATAS RKA
SKPD :......-.......----

TAHUTII ANGGARAT{

Disusun Oleh/Tanggal I
2
J

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tlrgas Inspektur
Kabupa.ten Sragen Nomor ,...--.....-..-,..,.Tanggal untuk
melaksanakal Reviu atas RK.A.

sampaikan Catatan Hasil Reviu
(narna PD/ Unit Kerja), bersama ini kami

sebagai berikut :

Fagu lndikatif Tahun Angaran ..------.-.-...-pada SKPD .-.....--....sebesar
Rp dengan rincian k%iatan dan jenis belanja sebagai berikut :

Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor -.-...-.tentang PPAS
TA-..--......".-....--.. PaSu Anggaran SKPD.....-............-T[-.---..-.......-. sebesar
Rp.. -. -.. -...... --.. -dengan rincian sebagai berikut :

Disetujui oleh / tanggal

Ureten C.t tan Easil Reviu

DATAIITUX

Jenis Etelania
Program/ Kegiatan Belanja

Pega.n'ai
Belanja
Barang

Belanja
Modal

Jumlah

J 'rnleh Total I

Di teliti oleh / tanssal



NO PRIORITAS PROGRAM
DAN KEGIATAN

SASARAN
PROGRAM DAN

KEGIATAN

ORGANISASI JUMI.AH
PI.A,FON

ANGGARAN

Jumlah

1. Kesesuaian rumusar rencana program dan kegiatan pa.da RKA-SKPD
dengan program dan kegiatan pada PPAS.

Xesimpulan:
Berdasarkan hasil rerriu, reo@rlzr progmm dan kegiatan pada RKA
{Narna $l1pp/Unit Kerja) , sesni/ bhtm *-sufri dengan program dan
kegiatm pada PPAS.

2- Kesesuaian pencantuman indikator dan Target Kinerja, serta pagu
indikatif, lokasi, kelompok saseren dalarn 1Bnsa12 program dan kegiatan
RKA-SKPD dengan PPAS.

lGsimpulan:
Berdasarkan haslil reviu, pen€ntuman indikator dan target kinerja" srta
pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalarn rencarra program dan
k%iatan RKA -.."".... (Nama SKPD/Unit Kerja|, telah (sesuay' befum seszz,a|
dengan PPAS.

3. Kelayakan untuk menglrasilkan suatu keluaran :

Anggaran I'ang dikelola di -,-.....-..............-...(Nama SKPD/Unit Kerja), baik
nogram dan Kegiatan -..-....-{sudaWbefum) layak untuk menghasilkan
keluaran
3.1-
3-2.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil reviu, anggaran yang dikelol,a......-..{Nama SKPD/Unit
Kerjal *dah/ behnn lqak untuk menglrasilkan keluaran

4. Kepatrrhan dalarn penerapan kaidah-kaidah penganggaran

Kesimpulan

5- Kelengkapan Dokumen Fendukung RKA-SKPD antara lain Kerangka Acuan
Kerja {KAIQ, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait lainnva-

Kesimpulan:
Berdasarkan ha.qil reviu, dokumen pendukung (telaU fufuml lengkap-

i

l



6. dsl.........
IGsimpulan:

7. Koreksi / perbaikan yang belum dilakukan/tidak disetujui
fBerisi hal-hal -vang belum dftoreksi/diperbaiki atau _r"ang tidak di setujui]

8. Saran/ Rekomendasi atas Catatan Hasil Reviu

Pimpinan SKPD
Yang dircviu

Inspektur Pembantu/ Supervisor/ Dalnis

BUPATI SRAG

KUSDINAR YUNI SUKOWATI II

NTP,



6. dsl...-.....
IGsimpulan:

7, Ibreksi / perbaikan yang belum dilakukanltidak dis€tujui
(Berisi hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak di setujui)

8- Saran/ Rekomendasi atas Catatan Hasil Reviu

Pimpinan SKPD
Yang dircviu

NTP-

lnspelft ur Pembsntu/ Supervimr/Dalnis

NIP.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YT.,NI SUKOWATI



b. Pasikan rercr"si baryunad
gedus negara tdah dilerylapi
perti&ngan k€hralbar bnya
rwvat bangrnar ecd.lng aeg!'a
dau lrB s€ietris dai konrutm
p€rerElm s.r.rn!d datr YTJM
KP-A kanor perqirkila, sdempar
unut peterjaan rorrasi
bargutuo ge&rg oegrra yary
berlohsi diluar fovinsi (loror
6nalilan) 1aa tilat men$ah
*rufrur bangmat (Infnrmasi
mergubah arru ddak strutfirr
bangunr dijelasean dahm
dolunrsl

Brm Kesiuplan

t } OG&{M I(E*.IA RE\TU RXA-SKTI' ATAS FE}IGAI-,IOXASIAII AIIffiAR{I{
B[{YA PLTIEIIE{.R{4JT GIDL !{G \-A"\G DITL*TPATI BIRSAI {
Tujuan: untuk mermstikan bahrra biaya pemeliharaan gedurg yang dipoguakan benama
lirlak terladi duplilasi pergaqgaran biaya.

I f-alafial penclaalun alas kesesreiatr
dohrrm fOR dan RAB

? r ,I.r[,n peryujirn Lesesraian birya
pffliharam geery dil bergumn
dengan sardar biaya
I-alsukan amlisis apqhh terda@
duplilasi biaya pemeliharsar poda
gtrdrB lrarB diFEuatan bqsama.

{ BudkesimFdil.

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR NTUNG YUNI SUKOWATI

i
I

I

I

l

1l



Pelaporan hasil reviu RKA-SKPD/RKA,-PPKD pada intinya
mengunglapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur
reviu yang dilakukan, kesala-han dan kelemahan ]'ang ditemui,
langkah perbaikan yang disepakati, langkph yang telah
dilakukan dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan.
Pelaporan hasil reviu disusun dalam bentuk Catatan Hasil
Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu(LHRl. Tim Reviu RKA-
SKPD/RKA-PPKD wajib mendokrrmentesikarr seluruh KKR beserta
dokumen pendukung lainnya dengan baik dal aman.

Penyusnnan Iaporan Hasil Reviu (LHR) dilakukan secara
bebas dan terarah, deagan memperhatikan hal sebagai berikut :

a- Selambat- 1 {satu} minggu setelah selesai melakukan
reviu, Tirn reviu wajib menyusun Laporan hasil rcviu.

b" Ketua Tim reviu menyerahkan korrsep laporan hasil reviu kep.da
Dalnis/Irban dengirn dileng!<api Catatan Hasil Reviu, copy surat
tugas, Kertas Kerja Reviu" lembar reviu konsep LHR darr
seLanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapat
persetujuan-

Laporan hasil reviu disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan:
1. KetuaTAPD
2- Kepala SKPD
3. Arsip

Format laporan hasil reviu minimal merryqjikan informasi sebagai
berikut:
c- RineIkasan Eks€kutif
d- Dasar Hukum;
e- Tujuan Reviu;
f- Ruang r in8kup Reviu;
g- Metodologi Reviu;
h- Gambaran Umum
i. Uraian Hasil Reviu;
j- .A,presiasi
Lampiran:
Catatan Hasil Rerriu

3" PENUTUP

$gmikiqn khrnjuk Pelaksanaan ilri ditetapkan rmtuk dapat dijadikan
Fedoman den Panduan basi Tim Revfur RKA-SKPD/RKA-PPKD delprn
melaftsanakaa tugas lya-

BUPATI SR{GEN,

I(USDINAR GYT.rNI SUKOWATI



BAB V
PEr-APOR|N HASrL REVIU RKA-SKPD/RKA-PPIO

Pasal 5

(1) Tim Reviu yang dibentuk Inspektur menJrusun Catatan
Hasil Reviu dan l-aporan Hasil Reviu.

(2) Laporan Hasil psviu disarnraikan kepa.da Bupati
dengan tembusan Ketua TAPD dan Kepala SKPD-

BAB VI
KETENTUAN PENIJTUP

Pasal 6

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglan.

Agar setiap orang menge*ahuinya, memerintahkan
pengundangan kraturan Bupa.ti irri dengirn
penempatannya dalarn Elerita Daerah Kabupa.ten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal it -ro. 2rrg

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUM SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanegal !(- ro ' 2-ey

SEKRBTAruS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

.w
TATA.G PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR b9


